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Sebagai salah satu agenda penting
dalam perwujudan good governance,
pertanggungjawaban publik {(publfic
accountability) memerlukan berbagai tin-
dakan [anjutan dalam berbagai praktek
penyelenggaraan pemerintahan. Salah
satu sasaran pertanggungjawaban publik
tersebut adalah sektor kevangan publik.
Pembaharuan utama datam sektor keu-
angan ini difokuskan pada sistem peng-
anggaran dengan budgeting reform-nya
yaitu perubahan dari anggaran tradisi-
onal ke anggaran berbasis kinerja. Secara
spesifik telah dilakukan beberapa pem-
baharuan dalam manajemen keuangan
publik sebagai akibat dari penerapan ang-
garan berbasis kinerja tersebut, antara
lain reformasi sistem pembiayaan {financing
reform), reformasi sistem akuntansi
{accounting reform) dan reformasi sistem
pemeriksaan keuangan pemerintah
{auditreform).

Berkaitan dengan pelaksanaan re-
formasi sistem pembiayaan yang sering
juga disebut sebagai public expenditure
reform, artikel ini akan memberikan gam-
baran tentang berbagai fenomena yang
mendasari pemberlakuan pengelolaan
pengeluaran publik yang berorientasi

pada hasil di berbagai negara sebagai
upaya peningkatan akuntabilitas penge-
luaran publilc Lebihianjut artikel ini juga
akan membahas elemen penting dari
medel baru tersebut untuk dapat dite-
rapkan dalam fungsi-fungsi utama (core
functions) dari pemerintah.

FENOMENA PENERAPAN MANAJEMEN
PENGELUARAN PUBLIK YANG BERBASIS
KINERJA

Manajamen pengeluaran publik
yang berorientasi pada hasil {Results-
Oriented Public Expenditure Management)
telah diterapkan di negara-negara maju
{negara-negara OECD) dan negara-negara
sedang berkembang semisal Chile,
Malaysia, Singapura dan Aftika Selatan.
Beberapa fenomena yang merupakan
bukti penerapan Results-Criented Public
Expenditure Management antara lain:

a. Terdapat kecenderungan bahwa pe-
ngeluaran publik {public expenditure)
telah berkembang cukup besar relatif
terhadap produk nasional pemerintah
dan tidak sesuai dengan tujuan dan
sasaran kebijakan yang telah ditetap-
kan. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut, pemerintah di berbagai ne-
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gara telah berupaya menyeimbang-
kan pertumbuhan pengeluaran, mela-
kukan rasionalisasi program dan me-
lakukan realokasi sumber daya. Secara
konkrit langkah yang dilakukan ada-
lah dengan melakukan review terha-
dap pengeluaran, atau dengan mene-
rapkan zerobased-budgeting untuk me-
lakukan justifikasi agar seluruh pe-
ngeluaran konsisten dengan kebi-
jakan dan pregram yang telah ditetap-
kan. Langkah lain yang ditempuh ada-
lah dengan lebih memfokuskan pada
outcomes untuk mendorong kerja
sarna dan koordinasi antardepartemen
serta untuk menjaga konsistensi antar-
program yang saling berkaitan.

. Penerapan penganggaran tradisional
yang dilakukan dengan dasar input
yang dibutuhkan untuk setiap pela-
yanan, penggunaan klasifikasi ekonomi
pada pengeluaran tanpa spesifikasi
tujuan yang harus dicapai serta penya-
jian pengelvaran moda! dalam anggar-
an yang terpisah dengan pengeluaran
yang sama sebelumnya menimbulkan
berbagai persoalan. Persoalan terse-
but di antaranya adalah adanya ke-
sulitan untuk mengetahui biaya sebe-
narnya yang dianggarkan untuk men-
capai suatu sasaran kebijakan tertentu,
Menyadsri permasalahan tersebut
banyak negara mengatasinya dengan
menerapkan penganggaran program
{programme budgeting) atau pengang-
garan output {output budgeting}, atau
perpaduan dari keduanya (pregramme
planning and budgeting system). Con-
tohnya adalah Australia dengan output-
based management and budgeting se-
bagai inisiatif dalam melakukan refor-
masi programnya.
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¢ Fenomena lain yang menandai pene-

rapan results-oriented public expenditure
management adalah adanya berbagai
upaya dari organisasi pemerintah di
berbagai negara untuk meniru konsep
pengeluaran di sektor swasta (Kaplan
dan Norton 2003). Pelimpahan tang-
gung jawab pada manajer pelaksana
program adalah salah satu pengaruh
dari sektor swasta yang intinya adalah
memberikan kewenangan lebih besar
kepada manajer pelaksana untuk
mengalokasikan dan membelanjakan
anggaran sefama masih sesuai dengan
prosedur finansial dan mengarah pa-
da hasil yang diharapkan. Pengaturan
seperti ini menjadikan administrasi
publik menjadi lebih efektif dan efi-
sien. Di Australia khususnya datam
bidang kesehatan dikenal konsep
tentang user-empowerment dan new
purchasing rofes. Dengan konsep ini
tujuan dan sasaran utama dari penge-

luaran publik adalah keinginan dan -

tuntutan dari publilc

. Sebagai bagian dari pendekatan

manajemen pengeluaran publik dan
administrasi publik berdasarkan
kinerja/hasil, pejabat senior diberikan
kontrak kerja jangka pendek berbasis
kinerja seperti yang telah dilakukan
di New Zealand. Pada prinsipnya,
manajemen kinerja yang diterapkan
di New Zealand berorientasi pada
penciptaan berbagai controctual
arrangement (pengaturan melalui
kontrak) antara pemerintah sebagai
pihak yang memerlukan suatu pela-
yanan atau barang dengan depar-
temennya atau dengan pemasok lain
{publik maupun swasta} {(irawati 2003).
Tujuan utama dari pembuatan kon-




Metodolagi: Manajemen Pengelfuaran Publik Berbasis Xinerja

trak ini adalah memberikan batasan
akuntabilitas yang jelas antara pe-
jabat pemerintah dengan departe-
rmennya serta mendefinisikan secara
jelas dan terukur berbagai kinerja
yang dihasilkan oleh pejabat peme-
rintah. Sebagai konsekuensinya, ber-
bagai pengeluaran yang dilakukan
pejabat ini akan selalu berpatokan
pada hasil atau kinerja yang dise-
pakati.

Pengaruh dunia global dan komuni-
kasi yang semakin modern menye-
babkan masyarakat semakin kritis
sehingga meningkatkan tuntutan
akan pertanggungjawaban pemerin-
tah terhadap pengeluaran publik
secara keseluruhan kepada masyarakt
{akuntabilitas eksternal). Opini publik
atau pihak tertentu akan menjadi pe-
nilai keberhasilan atau kegagalan ke-
bijakan publik yang telah dijalankan.
Tuntutan untuk melakukan akunta-
bilitas eksternal ini memberikan peng-
aruh terhadap perbaikan kinerjainter-
nal organisasi, termasuk dalam hal
keuangan sehingga mendorong tun-
tutan untuk melakukan akuntabilitas
secara internal. Berkaitan dengan te-
kanan untuk pencapaian akuntabi-
litas eksternal ini, pemerintah berupaya
menerapkan etos kerja berbasis ki-
nerja dalam menjalankan urusan pub-
lik pada setiap aspeknya dengan me-
nentukan target kinerja yang ter-
pantau untuk seluruh unit penyedia
jasa dan administrasi di tingkat pusat
dan pemerintah daerah.

Meski berbagai negara telah mene-

rapkan sistem pengeluaran publik bero-
rientasi hasil, terdapat berbagai variasi

(Ema Irawatf)

dalam penerapan dan hasilnya. Roberts

(2004} menginventarisir beberapa di

antaranya yaitu:

o Definisi resuftatau hasil secara bottorn-
up atau fop-down. Implementasi mana-
jemen pengeluaran publik berbasis
kinerja dipengaruhi oleh sistem admi-
nistrasi publik yang dianut suatu ne-
gara, yakni sentralistik atau desent-
ralistik. Di beberapa negara, pemerin-
tahan yang terdesentralisasi diberi
kelonggaran untuk menerapkan sis-
tem pengeluaran publiknya secara
mandiri. Dalam hal ini pemerintah
pusat dapat memberikan masukan
berkaitan dengan sistem yang dite-
rapkan, namun keputusan akhir ber-
ada pada pemerintah daerah. Dj ber-
bagai negara lainnya inistatif untuk
pencapaian result berada pada badan
eksekutif. Sementara itu di negara-
negara dengan konstitusi federal, pe-
merintah di negara bagian masing-
masing menerapkan sendiri sistem
akuntabilitas berdasarkan hasil, dengan
tetap memenuhi standar yang diten-
tukan dan disyaratkan oleh peme-
rintah federal. Dalam sistem ini, unit
penyedia jasa mendapatkan panduan
tentang bagaimana mereka seha-
rusnya berkontribusi untuk mencapai
tujuan nasional (national resuft).
Perbedaan definisi dan batasan antara
outcomes dan oulputs. Dalam penen-
tuan result terdapat perbedaan per-
hatian terhadap outcomes dan outputs.
Suatu negara terkadang memberikan
penekanan kinerja terhadap public
expenditure berdasarkan kinerja
outcomes. Pencapaian outcomesterha-
dap suatu pengeluaran publik dipe-
ngaruhi oleh banyak faktor di luar ken-




JURNAL KEBLIAKAN EXONOM!

dali permerintah, dan akan nampak
dalam tenggang waktu yang lama
setelah kebijakan dijalankan (Kaplan
dan Norton 2004). Hal ini menimbul-
kan kesulitan tersendiri dalam menen-
tukan indikator-indikator outcomes
mengenai suatu pengeluaran publik.
Negara Amerika, Australia dan Inggris
secara serius telah mengarahkan pe-
netapan indikator-indikator outcomes
ini untuk melakukan akuntabilitas
terhadap pengeluaran publik. Sebalik-
nya Indonesia (Mardiasmo 2002), yang
juga sudah mulai menerapkan mana-
jeren kinerja sebagai dasar reformasi
administratif, masih memilih sistem
penentuan dan mtﬁ'niloring sasaran
dengan menggunakan indikator out-
puts meskipun sistem perencanaan ki-
nerja sudah mencantumkan berbagai
indikator termasuk indikator cut-comes,
benefits dan impacts. Hal ini disebabkan
oleh adanya anggapan bahwa indi-
kator outputs adalah indikator yang
paling mudah diukur.

Ketepatan penentuan prioritas penge-
luaran erat hubungannya dengan
manajemen kinerja. Manajemen ki-
nerja biasanya herkaitan dengan ma-
najemen pengeluaran publik. Alasan
yang mendasari adalah bahwa kebi-
jakan publik hanya bisa dijalankan
dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan dalam anggaran.
Penggunaan sumber daya secara
tidak tepat akan menurunkan kinerja.
Kinerja bergantung pada efisiensi
teknis, yaitu alokasi sumber daya yang
tepat guna dan efektifitas program.
Manajemen kinerja berupaya untuk
mencapai standar efisiensi dengan
menggunakan surnber daya dan alter-
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natif cara pencapaian hasil yang lebih
baik dan dengan mengalokasikan
pengeluaran sesuai dengan prioritas
kebijakan. Pada negara-negara yang
memiliki hubungan erat antara ang-
garan dan manajemen hasil, sasaran
output dan outcome biasanya diikuti
dengan sasaran peningkatan efistersi.
Sementara itu pada negara yang be-
lurn menghubungkan manajemen
kinerja dengan anggaran berbasis
kinerja (termasuk dalam hal ini pe-
ngeluaran publik), peningkatan efi-
siensi dana publik yang terbatas akan
menghadapi kendala.

Privatisasi, contracting out dan
outsourching yang marak dilakukan
dengan tujiran mewuyjudkan pelayan-
an publik dan administrasi publik yang
efekrif, efisien dan akuntabel turut
memberikan warna pada penerapan
konsep manajemen pengeluaran pub-
lik berbasis kinerja. Berbagai penge-
luaran publik dengan memanfaatkan
strategi swastanisasi, contracting out
dan outsourching memberikan syarat
adanya berbagai kontrak kinerja yang
jelas dan harus dipenuhi oleh kontrak-
tor swasta dan agen eksekutif di sektor
publik. Hal ini akan tebih menjamin
kepastian dalam pencapaian target ki-
nerjanya. Kondisi ini menyebabkan
besarnya variasi hasil manajemen pe-
ngeluaran publik berbasis kinerja di
berbagai negara sebagai akibat dari
penerapan privatisasi, contracting out
dan outsourching yang juga bervariasi.

ELEMEN PENTING MANAJEMEN PENGE-
LUARAN PUBLIK BERBAS!S KINERJA

Beberapa elemen penting yang per-

lu diperhatikan dalam penerapan mana-
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jemen pengeluaran publik berbasis kiner-

ja adalah:

a. Adanya pergeseran mekanisme peng-
ambilan keputusan dalam penentuan
kebutuhan publik dari birokrat pro-
fesional dan kelompok elite ke ma-
syarakat luas. Pengeluaran publik dila-
kukan untuk memenuhi berbagai ke-
butuhan dan tuntutan publik sehingga
langkah utama dalam penerapan
kensep ini adalah menjadikan wider
community (masyarakat} sebagai pe-
nentu utama dalam pengeluaran
publik. Dalam implementasi penye-
lenggaraan pemerintahan, proses
perencanaan kinerja dilakukan ber-
dasarkan pada partisipasi aktif ma-
syarakat sehingga dapat ditentukan
prioritas yang tepat terhadap alokasi
pengeluaran publik

b. Menghubungkan antara manajemen
kinerja dengan anggaran berbasis
kinerja. Manajemen kinerja dengan
perencanaan kinerjanya merupakan
kesatuan yang utuh dengan anggar-
annya. Ketika manajemen disusun ber-
dasarkan Kkinerja, pertimbangan
alokasi keuangannya juga didasarkan
pada kinerja tersebut.

¢ Penetapan indikator-indikator kinerja
yang jelas terhadap berbagai tujuan
dan sasaran yang telah disusun ber-
dasarkan kesepakatan dengan masya-
rakat. Penetapan tujuan, sasaran dan
indikator ini merupakan kontrak for-
rnal antara pemerintah dan masyara-
kat sehingga merupakan dokumen
publik yang harus selalu diinforma-
sikan dan dilaporkan kepada wider
community untuk menjamin akunta-
bilitasnya, Kormunikasi publik ini juga

{Ema lrwarh

merupakan sarana kontrol masya-
rakat terhadap kinerja pemerintah.

d. Pertimbangan efisiensi dan efektivitas
terhadap berbagai pengeluaran
publik. Pertimbangan efisiensi dan
efektivitas ini dilakukan pada berba-
gai strategi baik pada saat penge-
luaran dilakukan langsung cleh peme-
rintah maupun ketika mekanisme
outsourching, privatisasi dan contracting
out dipilih.

KESIMPULAN

Reformasi manajemen pengeluar-
an publik bukanlah merupakan agenda
reformasi yang berdiri sendiri. Keberada-
annya merupakan bagian dari paket
reformasi manajemen penyelenggaraan
pemerintahan. Untuk mendapatkan hasil
yang baik dalam penerapan manajemen
kinerja diperlukan juga anggaran ber-
basis kinerja yang salah satu intinya ada-
lah alokasi publik yang juga berdasar-
kan kinerja. Namun disadari bahwa sis-
tem administrasi negara yang dianut oleh
suatu negara akan berpengaruh terha-
dap bentuk, kecenderungan dan variasi
hasil dari penerapan manajemen penge-
luaran publik berbasis kinerja.

Untuk mendukung penerapan ma-
najemen pengeluaran publik berbasis ki-
nerja dibutuhkan juga perubahan dalam
mekanisme perumusan tujuan dan sasar-
an dari pengeluaran publik, pembenahan
saluran komunikasi untuk menjaring
aspirasi masyarakat, serta penentuan
indikator yang tepat sebagai kontrak
formal antara pemerintah dan masya-
rakat. Kontrak formal inilah yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pemerin-
tah kepada masyarakat.
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